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LEMBAR.A.N DAE~~ 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

NOMOR:15 TAHUN 1997 SERI:B NOMOR:6 

?ERATURAN DAERAH KABUPATEN DAEF:.AH TINGKAT I l 
KEBUMEN 

1 TAHUN L:1::1? 

TENTANG 

TERMINAL MOBIL IU\.RAN(; 
I)::: w:=..AYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I KEBUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT: KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

Menimca.ng · a. Ga.nwa. c:.a.1.am rangka. usana. meningkat,ka.n 
~-;.ese la.ma.tan, Keamanan, keter-t,iban a.an 
ke lane a.ran arus ia2..u i in~aE:,. maka. per lu 
ciiat,ur t,empa_t,-1:,empat, unt-uK par-kir ctan 
at.au kegia-r,an rJongka.r muat barang bagi 
mobi l ba.rang di Wi la.yan Kabupat,en D,'3.er-a.h 
Tingi,-;_,gt, : ::: Kebumen ; 

b~ ·rJo.rn"Ja. 1J.r1t..1J.k rnelaksa.r1a_k.~.r1 rne . .Ks1..:to. t..er·:3er)1J.t. 

di a.t.as, maka. per lu. mene-r,apkan Perat,uran 
Daerah Kabu~at.en )aerah Tingkat- :1 
Kebumen -:::.ent.ang Termina.: Mobil Barang di 
Wilaya:n Kabupat-en :i)aerah Tingka.t 11 
Ke fJlJ.men. 

Menginga~ ....... . 



Mengir1ga.t 1.. :_;r1rj,3.rLg-1J.rtd.a.n§~ tjc:rnc~r- 1- •. :► Ia.11.1-1.r~ l.::1::1~) t.er1-

t,ang l 1e1nl"1e n t. t:l{a11 I.1a er ai1- aa e ~ a1: l\.a ::illl=-5. --c. er .. 
:::.>alam Lingkungan Propinsi , 1awa TengaL 
jo. Pera~uran Pernerintah No~~r ~~ _a~un 
195G tentang Pene~apan mulai berlaxu~y~ 
Undang-unaang Nomor :3 1anun 195( 

2. Undang-undang ~omor 1~/Drt . Tahun -~o, -
tentang Pera~uran Umum ~etribusi ~aeran 
( Lem·oa.ran Negara f.epui.,li.r: Indonesi-:.'\ 
Nomor 57 Tahun L.:.1::-; 1 , Tamoahan LemD2,!:',3.n 
Negara Republik Inaonesia Nomor 12tib) 

3. Undang-unaang Nomor 5 Tanun 1974 te~~ang 
Poxok-pokok Pemerintanan di Daeran (Lem
baran Negara Repuc:..!. ik Indonesia ':'ahun 
lf;7 4 I'101no:r ~tE~ , Tarr10ai1a11 Len1bar·ar1 l'1e:gar·,3. 
Nomor ao:~n i 

4. Unaang-undang Nomor 13 ~ahun 1980 ten
t.ang c.°Jalan I Len-.baran Negara Repub~ik 
Indonesia Tahun lfiE\C, homer c1,2•, Tambahan 
Lembaran Negara Republik :ndonesia Nomor 
:31E\6) 

Undang-undang Nomor 
t.ang Lal u Lin-t.as 

l4 1'ai1ll11 l~}f):2 
can Angku-c.an 

t,en
Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 4~- Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3480, 

~- Pera~uran Pemerin~ah Nomor 5 Tahun 1875 
~entang Pengurusan, Pertanggungjawaban 
dan Pengawasan Keuangan Daerah i-Lembaran 
Negara Repuolik Indonesia Tahun 1975 
Nomor ::'i l 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 19BS 
t,ent.ang 



.. 

t.ent.ang, c.lalan \ Lembaran Negar,3, :~epuolik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 55. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
:3292) 

8. Peraturan Pemerintan Nomor 22 Tahun 1990 
tentang Penyerahan Sebagian Urusan 
Pemerintahan dalam b1aang Lalu Llntas 
dan Ang}n.t.an Jalan J~epada Daerah Tingkat. 
I dan Daerah Tingkat II 1Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26. 
Tambahan Lembaran Negara Republik :::ndo
nesia Nomor 3410) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 
t.ent.ang tent.ang Angkutan ,Jalan \ Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 
Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3527) 

Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 1993 
tentang Prasarana dan Lalu Lint.as Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun lSifl'.3 Nomor 62\, Iambanan Lemoaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 35291 

11. Ke~~tusan Menteri Perhubungan Nomor -
KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan 
Angkutan Barang di Jalan 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 
Tahun 199:3 1:.ent,ang Bent,uk F'erat.'..lran 
Daerah dan Peraturan Daerah Perubanan 

13. Keput,usan Men-r.eri Perhubungan Nomo:::~ :31 
Tahun 1997 tentang Terminal Transportasi 
Jalan; 

14. Instruksi 



14. 

4 

ns~ruksi Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 

Kepala Daerah 11ngKa~ 
l37:1975/C Tahun 

146/1'.~i 
197 5 tenta.ng Tempat. Pernberhent- ian 'Iru:i-;. 

15 . Pe.r·a.t.1J.r•ar1 [;a.er·a.h Ka.tnJ.J>a.Ger1 I,cter·a.r1 Tir1g
kat, I I Kebumen Nomor :3 Ta.hun 19139 t.e:1-
t.ang Penyidik Pega.wai Negeri Sipil d.i 
l ingkunga.n 
T ingkat. I I 

Pemerintah 
Keburnen 

Ka.bupat.en 
( Lernbara.n Da.erah 

Kabupa.ten Da.erar1 '=:' ingka t.- :::: I Ke bu.men 
Tahun 19139 Nomor 7J 

16. Perat.ura.n Daerah Ka.rJupat.en i)aerah Ting-
kat Ii I(e·r1u.rner1 t·lornor· E.~ Ta.rru.r1 1~38(j 1:,e.-r1-

-cang Penyerta.an Mo6.a.l Da.era.h Tingirn.t. I::: 
Kebumen Pad.a Piha.i-1 Ke-r.:.iga ( Lembara.n 
Daerah Kabupaten Daerah Tingxat II 
Kebumen Tahun 1991 Nomor 7). 

Denga.n l?er·e.;et,ujua.n De•-1Jan Perwa.ki la.n t\aKy.a.t. Daera.h 
Kabupat.en Daerah Tingkat :::1 Kebumen 

- Menetapkan 

M E M U T U S K A N 

PERATURAN DAERAH KABO:i:"ATEN DAERAH TINGKAT 
II KEBUMEN TENTANG TERMINAL MOBIL BARANG 
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
KEBUMEN. 

BAB 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Perat.uran Daerah ini yEtng dimaksud 
dengan : - . a. vaeran ......... . 



.. 

a. Dae rah ialah Kabupat.en I.iaeran T ingJ~at 
Ke·oumen ; 

b. Femerint.ah l.iaerah ialah Pemerint,ah Kabupat-e.n 
Daerah Tingkat 11 Kebumen ; 

c. Bupa-c.i Kepala Daerah i-5..:..a}: :i:',upat,i Kepa:a -
Daerah Tingkat 11 Kebumen ; 

d. Dinas Pendapatan Daerah 
tan Daerah Kabupat,en 
Kebumen ; 

ialah Dinaa Pendapa
Daerah Tingkat I I 

e. Liinas LLA,JR adalah Cabang Dinas Lalu Lint.as 
imgl:;:utan .Jalan Raya Propinsi I.iaerah Tingk.2,t 
I ,Jawa Tengah Kabupat.en Kebumen ; 

L. Mobil Barang ialah setiap kendaraan bermot-or 
selain sepeda motor, mobil penumpang dan 
mobil bus 

g. Terminal Mobil Barang ialah t.empat/lokasi 
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang 
a1gunakan untuk pemberhentian, parx1r, 
istiraha~ dan atau bongkar muat- barang bagi 
mobil barang; 

h. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupat-en Daerah 
Tingkat II Kebwnen. 

BAB 11 
MAKSUD, TUJUAN DAN PELAKSANAAN 

Pasal 2 

(1> Maxsud dan tujuan 
barang ialah : 

diaaakan terminal mobil 

a. Untuk 



a. Un~uk keseiama~an. xeamanan. 
dan kelancaran arus laiu iintas 

b. Unt.u.K mengurangi 1.;erusa1-:an ~i alan 

c. Untuk menggali sumber pendapat.an I.iaera::1. 

12J Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah aa
pat bekerja sama aengan Pihak Ketiga. 

LOKASI, SARANA DAN FA:::ILITAS 
TERMINAL MOBIL BARANG 

Pasal 3 

(1) Lokasi Terminal Mobil Barang akan dite~ap
kan lebih lan jut oleh Bupati Kepala Daerah . 

( 2, Lokasi Terminal mobil ·barang diberi batas 
dan jalur pemisah yang ~ielas dengan milik 
orang lain di sekitarnya . 

(3) Terminal mobil barang dilengkapi dengan 
sarana dan fasilitas an~ara lain tempat 
is~irahat , mushola, warung makan, kamar 
mandi, kamar kecil, tempat cuci kendaraan 
dan fasilitas penunjang lainnya . 

BAB IV 
PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN 

TERMINAL MOBIL BAR.ANG 
Pasal 4 

Terminal Mobil Barang digunakan untuk tempat. 
pemberhentian, parkir , bongkar muat. istirahat. 

gudang ... . ... . . 



7 

g1._~aar1g da11 1_:1e11ggant,ia11 i11t.r·a aa11 ar1I,e .. 1~ jer1.1e. 
transpori:.a.si. 

Pasal E, 

111 Setiap mobil barang yang melintasi terminai 
mobil barang dapat masuk ke dalrun Terminal 
Mobil Barang. 

l2) Set,iap mooil barang dilarang parkir di bahu 
jalan dan di luar tempat yang telah diten
tukan. 

(3) Setiap pengemudi dan awak rnobil barang yang 
masuk ke Terminal Mobil :2,arang diwaj ibkan 
ikut serta memelihara keamanan. ketertiban. 
kebersihan, keindahan dan kesehatan ling
kungan terminal mobil barang. 

Pasal 6 

::",et.iap pemanfaatan fasilitas di lingkungan 
terminal mobil barang dilarang melakukan kegia
tan yang dapat. mengganggu, membahayakan keama
nan lalu lint.as. menimbulkan keru2.akan t,erminal 
n1ooi.1 barang, n1ela1itl1{a11 1=1e1~b1.lat,a11 asl1sila .. 
berjudi. minum minuman keras dan se~ienisnya. 

BAB V 
TARIP RETRIBUSI 

Pasal 7 

Semua mobi l oarang 
parkir di t.erminal 

:!,•ang menggunakan dan at.au 
mobil barang dikenakan 

retribusi sebagai berikut : 

a. Mobil 



a. ~obil barang yang parx1r se~ama l - 24 Ja~ -
dikenakan ~arip: 

1. Untuk mobil barang yang oersumou aua oe
roda empat. sebesar Rp 250. OC, ( dua rat.u2. 
l i ma puluh rupiah) 

Unt.uk mobil barang yang bersumbu dua oe
roda enam sebesar Rp 500. ()U ( 1 ima ra c:.uz 
rupiah) 

3. Untuk mobil barang yang bersumbu 'Ciga -
beser'C.a :;~eret.a gandengan/tempel seoesar 
Rp 1.000 . 0v (seribu rupiah). 

b. Mobil barang yang parkir lebih dari 24 jam -
dikenakan tarip per hari 

1 . Untuk mobil barang yang bersumbu dua be
roda ernpat sebesar Rp 500.00 (lima ratus 
rupiah) 

2. Untuk mobil barang yang bersumbu dua be
roda enam sebesar Rp 1.000.00 (seribu 
rupiah) 

,:>. Untuk mobil barang yang bersumou t.iga -
beserta kereta gandengan,tempel seoesar 
Rp 2 . 000.00 (dua rit)U rupiah). 

c ?elaksanaan pemungut.an sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b Pasal ini dilakukan aleh 
Dinas Pendapatan Daerah, kecuali pengelo
laannya oleh Pihak Ketiga. 

1-'asa.l 2, 



Fasal 

Setiap orang dan a~au badan usana yang melaksa
nakan kegiatan usaha di loi'::asi terminal mo"t::il 
barang bai}: secara t,et.ap, har i ar. maupun musimar:. 
dikenai pungut.an sesuai dengan ket.ent.uan y.::;,ng 
berlaku yang dilakukan oleh Dir.as Pendapat.ar, 
L1aerah. 

Pasal 

ll) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 
dan Pasal 8 Perat.uran Daerah ini harus 
disetor secara keseluruhan pada Kas Daeran. 

(2J Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pa
sal ini dikecualikan apabila pemungu~an 
ret,ribtlsi se1)again1a11a dirr1a]rsud :Pasal 7 
Pera~uran uaerah ini dilaksanakan KerJa 
sama dengan Pihak Ketiga. 

BAB VI 
PENYELENGGARAAN PELAKE:'.ANAAN 

DAN PENGAWASAN 
Pasal 10 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh 
Dinas-dinas Teknis/Instansi yang di~unjuk 
Bupa~i Kepala Daerah . 

Pasal 11 

Pengawasan pelaksanaan Pera~uran Daerah ini 
dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kebumen. 

BAB VII 



1( 

BAB VI: 

Pasal 1'.2 

~ .... ., . 
1-.:a1~e11a 

ketentuan Pasal 4. 
. Ke 1. a . .1 a. i a ?1:r17,r a 

Peraturan Daerah 
ini aia11ca1n i:1 ida11cl }{uru11gar1 se la1na-la1na11~la. E:, 
\ enam i bulan a tau denda seti::1ggi-t,ingg::_nya 
Rp EO _ 000, 00 1. lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 13 

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas 
menyidik tindak pidana, penyidikan at.as tindak 
pidana sebagairnana dimakaud Pasal 12 Peraturan 
Daerah ini aapat ,iuga dilakukan oleh Pejaba-1::. 
Penyidik Pegawai Negeri 3ipil di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan 
dan dalam melaksanakan tugasnya di 1:.etapkan 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB VIII 
KETENTOAN PEWJTUP 

Pasal 14 

Hal-hal yang belum diat.ur dalam F·eraturan 
Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala 
Daerah. 

Pasal 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar°) 



ll 

Aga:r~ Stl1_:1a~ra 3et.iar:1 orar1g da1?a t. rr1e11get.ai1t1.i111rcc.. ~ 

mernerint-ahkan pengundangan Perat.uran Daerah ini 
dengan penempa t.annya dalam Lembaran :::. 1ae12,h 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. 

Dit.et.apkan ai Kebumen 
pada t.anggal 6 Pebruari 1997 

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUFATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

Ketua, 

BUPATI KEPALA DAERAH 
TINGKAT II KEBUMEN 

t.t.d t-.t.d 

H. ZAISAL SIPIET H. AMIN ;::OEDIBYO 

I.iisahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
aawa Tengah dengan E,urat Keput.usan t-anggal 27 
Agustus 1997 Nomor : 188.3/307/1997. 

Diundangkan dalam Lemcaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat. II Kebumen Tahun 1997 Nomor 15 
Seri B Nomor 6 pada tanggal 5 Nopember 1997 

SEKRETARIS WILAYAH./DAERAH 
TINGKAT II KEBUMEN 

;::=:PARD:::iGGASA.SMITA 

PEMBINA TINGKAT I 
NIP . 010 046 438 



~·.::::..F.ATURAt: DAERAH KABUPATEN DA~i:.AE T:::NGKA'I' · 
KEBUMEN 

NOMOR 1 TAHCN 1987 

TERMINAL MOBE .. BARANG 
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I KEE.'.JHEN 

I. PENJELASAN UMUM. 

~ada dewasa ini di jalan aaiam w1iayah ~aou
paten Daerah Tingkat II Kebumen banyak mobil barang 
yang mangkal di sembarang tempa-t., khususn:,ra pada 
bahu jalan, sehingga selain mengganggu kelancaran 
arus lalu lintas juga dapat merusak bahu Ja.:.an. 

Berdasarkan pertimbanga11 t,ersec1..n:. di atas, 
Femerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
~erlu mengatur dan menertibkan tempat parkir mobil
mobi1. barang yang masuk dan atau me.:..::nt.asi jalan
jalan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu
rnen, dalam vni~iud penyediaan t.erminal mobil 1::.,arang . 
Dengan demikian mobil barang yang ada atau melinta
si di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebwnen 
dapat parkir dengan tertib dan teratur . Di samping 
itu dengan pengaturan tersebut diharapkan dapat 
men,iadi salah satu sumber pendapatan Daerah yang 
cukup potensial untuk meningka~kan Pendapatan Asli 
Daer ah {PAD). 

~enubungan dengan hal tersebut di a~as. maka 
periu menetapkannya dalam Peraturan Daerah. 

I I . PEN,.lELAE.AN ..... . .. . 



... . 

II. PEN~E:A3AN PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 2./d 

ayat. 
ayat 

( 1) 
( 2 ) 

ayat (3) 

Pa.sal 4 

F1a.sa.l 5 
a:!,rat. (:) 

ayat (2 \ 
! 

e.ya.t (3) 

Pasa.l i3 
Pa.sal 1 :=, .... 

s./r.1 

s/d 

-

Cukup ,""ielas. 

Cukup .ielas. 
Yang dimaksud dengan ba1:,as 
sini adalan pagar yang memisan
kan antara tanah milik masyara
kat dengan t,e:::.~minal mobil bar
ang. 

Yang dimaksud dengan jalur pe -
misah en sini adalah .ialan yang 
menuju terminal mobil barang. 

Yang dimaksud tempat istirahat 
adalah tempat, untuk ist irahat awak 
mobil barang berupa tempa1:, duduk 
at.au ruangan yang tidak bersekat. 

1~ ' - , ... uK.up J e 1.a.s. 

Yang dimaksud dengan setiap mobil 
barang di sini tiada terkecuali 
bagi mobil barang berplat merah 
dan mobil untuk Hankam/ABRI. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

-- ooBoo --


